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Anggaran Kemenkum Naik

Perbanyak Pos Bantuan Hukum

WAKIL Ketua Komisi XIII
DR Sugiat Santoso meminta
Kementerian Hukum (Kemen
kum| memperbanyak pos ban
tuan hukum di seluruh daerah.
ltu agar masyarakat hisa mera
sakan bantuan hukum gratis dari
Pemerintah.

*Saat ini tidak semua wilayah
memiliki pos hantuan hukum. Ini
harus menjadi pechatian dan i
tanggapi serius Kemenkum, " ujac
Sugiat dalam raker Komisi X111
dengan Kemenkum di Cedung
Parlemen, Senayan, Jakarta, Se
nin (19/9/2025).

Ketiadaan fasilitas tersebut,
[anjutnya, karena keterhatasan
dana. [nformasi tersebut di
dapatnya dari kantor-kantor
wilayah (kanwil) Kernenkum
saat Komisi XIII melakukan
kunjungan kerja spesifik ke
beberapa daerah.

*Jadi kanwil-kanwil hukum
keluhannya sama, ada keterba-
tasan anggaran untuk memben
tuk organisasi banfuan hukum
alau pos bantuan bukum, " urai
angpota Fraksi Gerindra it

Kini, Kemenkum tengah me
yusun anggaran uniuk direali
sasikan pada labun 2026 men
datang, Dia Berharap anggaran
fersehut dapat memfasilitasi

pengadaan pos hantuan hukum %

di seluruh Indonesja.

Senada. anggota Komisi XII

Vita Erving mendukung penam
hahan anggaran Kemenkum

sebesar Rp 196 miliar. Namun,

dia menyesalkan anggaran terse
but terkesan lebih banyak untuk
kebutuhan operasional kemen
ferian.

Seharusnya, kata Vira, banyak
program-program kerakyatan
yang hisa dilakukan Kemenkum,

Seperti memherikan akses pelay.
anan hukum yang mudah dan

murah. Masyarakat membutubkan
ragam program bantuan hukum
agar mudah mendapatkan kea
dilan.

Salah satu program vang harus
dijalankan dengan maksimal,
sambungnya, yakni pos ban
fuan hukum i desa-desa. *Kami
fentu berharap ada pembangunan
seperti pragram pos hantuan

Suigiat Santoso

hukum di desa-desa bisa segera
dilaksanakan dan dipechanyak,"
wjar politisi FDIP itu.
Sedangkan program Jain yang
bisa dibuat leh Kemenkum
adalab dengan kegiatan pengua.
tan digitalisasi dan layanan
hukum. “Nantinya kegiatan it
akan meningkatkan pelayanan

publik di daerah daerah ini
bisa dirasakan masyarakat.”
terangnya.

Angpota Komisi X[ Teuku
Ibrahim menambahkan,
Kemenkum sebaiknya menye
diakan anggaran khusus untuk
program bantuan hukum pratis
dan program pengedukasian
masyarakat tentang hukum.
Program-programitu hisa mem
buat masyarakat lebih teredukasi
dengan hukum ataupun Undang
Undang (UU) secara umum.

Bantuan hukum gratis it
akan membantu masyarakal
yang sedang tersandung ma
salah hukum uniuk mendapat
keadilan, “Kami juga berharap
peningkatan Digitalisasi bantuan
Bukum tersebut dapat berjalan
dengan baik di tahun 2026 ini,”
kata lbrahim.

Angpota Komisi X111 DPR
Meity Rahmatia mengingat
an agar penyerapan anggaran
Kemenkum berjalan maksimal
untuk memberkan pelayanan
terhaik kepada masyarakat.
Hal tersebut selalu dinantikan

masyarakat, Sehingga, saat
anpgaran terserap, hasilnya bisa
dirasakan langsung masyarakat,

Dia menjelaskan, awalnya
Kemenkum mengusulkan pagu
Indikatif 2026 sebesar Rp 6,36
friliun. Setelah proses penye
suaian anggaran menjadi Rp 3.9
friliun dan sempat naik menjadi
Rp 4,26 triliun. "Anggaran ter
hesar terserap pada program
dukungan manajemen sebesar
Rp 3.19 triliun, itu hampir 80
persen dari total pagu anggaran,
katanya,

Meity berharap, anggaran i
dak hanya terserap untuk belanja
pegawai tapi benar-benar pada
baniuan hukum untuk masyara
kat. Lewat dana itu, Kemenkum
hisa memberikan pelayanan de
ngan memherikan akses hantuan
Turkum yang mudah dan murzh
untuk masyarakal.

*Sehingga, keberadaan Keme
nkum bisa memberikan rasa
adil bagi masyarakat sepert]
reformasi hukum yang tertera
dalam Astacita Presidlen Prabown
Subianto," turupnya. u pyg
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